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ABSTRAK

Widya Azura Kharisma Putri. Peran Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) dalam Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib
Pajak Restoran di Kota Batu. Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita,M.HI.

Kata Kunci: pengawasan; kepatuhan hukum; pajak restoran.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang signifikan. Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas
pengumpulan, pemantauan, dan penegakan pajak restoran untuk
meningkatkan pendapatan daerah. Terjadi beberapa manipulasi data pajak
restoranoleh Wajib Pajak di Kota Batu, sehingga realisasi pajak restoran di
Kota Batu tidak terpenuhi.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu membahas bentuk
pengawasan Bapenda dan faktor pendukung serta kendala Bapenda dalam
melaksanakan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bentuk pengawasan Bapenda dan untuk mengetahui faktor
pendukung serta kendala Bapenda dalam melaksanakan pengawasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu
penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya
hukum dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian
diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan dari
Bapenda yakni pengawasan secara langsung, tidak langsung, dan preventif.
Faktor pendukung Bapenda dalam melakukan pengawasan yakni
kompetensi SDM, ketersediaan sistem informasi yang memadai, dan
komitmen pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan hukum Wajib Pajak.
Sementara kendala bagi Bapenda yakni Wajib Pajak kesulitan menyajikan
data yang akurat.
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ABSTRACT

Widya Azura Kharisma Putri. 200202110008. The Role of the Regional
Revenue Agency (BAPENDA) in Supervising Legal
Compliance of Restaurant Taxpayers in Batu City . Sharia
Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr.
Ramadhita, M.HI

Keywords: supervision; legal compliance; restaurant tax.

Restaurant taxes are a significant source of regional income. The
Regional Revenue Agency is responsible for the collection, monitoring and
enforcement of restaurant taxes to increase local revenues. There was some
manipulation of restaurant tax data by taxpayers in Batu City, so that the
realization of restaurant tax in Batu City was not met.

This research focuses on two aspects, namely discussing
Bapenda's form of supervision and supporting factors and obstacles for
Bapenda in carrying out supervision. The aim of this research is to
determine Bapenda's form of supervision and to determine the supporting
factors and obstacles for Bapenda in carrying out supervision.

The research method used is empirical juridical, namely research
conducted by analyzing and reviewing the work of law in society. The
research approach used in this study is a sociological juridical approach
which is then described descriptively.

The research results show that the forms of supervision from
Bapenda are direct, indirect and preventive supervision. Supporting factors
for Bapenda in carrying out supervision are HR competency, availability
of adequate information systems, and leadership commitment in improving
Taxpayer legal compliance. Meanwhile, the obstacle for Bapenda is that
taxpayers have difficulty presenting accurate data.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan  dan  pembangunaan senantiasa memerlukan sumber
penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh
daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu
mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu
untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat
mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sektor pajak merupakan
pilihan yang tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi
juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai
pembangunan.’

Pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019
menjelaskan bahwa ruang lingkup Pajak Daerah yang diatur dalam
Peraturan Daerah ialah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklamr, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.? Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya

salah satu jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan

! Alfan A Lamia, David P E Saerang, dan Heince R N Wokas, “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi
Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Minahasa Utara," Jurnal Berkala IImiah Efisiensi, 15, no. 05 (2015): 789.

2 pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah



daerah 1ialah Pajak Restoran. Restoran merupakan tempat yang
menyediakan pelayanan berupa makan dan atau minuman yang diambil
bayaran, yang dalam hal ini meliputi rumah makan, catering atau jasa boga,
kafetaria, kantin, warung, dan bar. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan
Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Restoran menjelaskan bahwa Pajak Restoran merupakan pajak yang
dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.® Pajak Restoran
seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa paling tinggi dikenakan
10%.* Pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah atau negara
bagian dan dapat bervariasi dalam hal tarif dan peraturan antara
yurisdiksi yang berbeda. Pajak ini biasanya dikenakan pada setiap transaksi
atau penjualan yang dilakukan oleh restoran kepada pelanggan.®

Semakin banyaknya objek pajak restoran menjadikan semakin tinggi
juga pendapatan asli daerah yang didapat pemerintah terkait dengan
penerimaan pajak restoran. Pelaksanaan sistem pajak online atau e-Tax pada
pemungutan pajak daerah merupakan suatu terobosan baru,® yang mana

dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak berupa pelayanan publik

3 Pasal 1 ayat (7) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Restoran

4 Rachelyta Anugrahi, Hendrik Manossoh, dan Steven J. Tangkuman, “Analisis Kontribusi Pajak
Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan RetribusiDaerah
Kabupaten Minahasa Selatan,” GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI 14, no. 1 (31
Desember 2018): 193, https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20981.2018.

5 Zhal Zabila Oktaviana dan Hasim As’ari, “Edukasi dan Pendampingan Pelaporan Pajak Restoran
Memakai Aplikasil e-SPTPD,” J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2, no. 12 (29 April
2023): 7007, https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i12.5423.

® Aldo Nizar Farozin, Tri Yuniningsih, dan Agustin Rina Herawati, “Efektivitas Penerapan E-Tax
Dalam Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang,” Journal of Public Policy and Managemnet
Review, n0.3(2023), 3.



yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat
dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan dibentuknya e-7ax diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. e-7ax merupakan
salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan
teknologi informasi, penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat
memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang
efektif.’

Penggunaan e-Tax ini tidak diwajibkan bagi seluruh jenis pajak daerah,
namun hanya untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak
parkir. Melalui penggunaan e-7ax, diharapkan mampu memudahkan wajib
pajak, baik untuk menyelesaikan pekerjaan maupun memenuhi kewajiban
perpajakannya.® Salah satu pelaksanaan program e-7ax di Kota Batu
diterapkan pada sektor pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Walikota Batu
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran,
menjelaskan dalam Pasal 11 bahwa tata cara pemungutan pajak restoran
dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment
system).® Adanya program e-Taux untuk pemungutan pajak restoran
merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik

kepada wajib pajak restoran dan memudahkan self assessment system di

" Mia Kusumawaty, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Hotel Di Kota Palembang,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2, no. 3 (2023): 5.

8 Finny Tania Rachdianti, Endang Siti Astuti, dan Heru Susilo, “Pengaruh Penggunaan e-Tax
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Jurnal Perpajakan (JEJAK), no. 1(2016), 2.

® Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Restoran



Kota Batu.'® Adapun yang dimaksud dengan self assessment system yaitu
sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib
Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan
sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Meskipun sudah menggunakan sistem pembayaran pajak secara online
atau e-Tax bagi Wajib Pajak, masih ada beberapa Wajib Pajak restoran yang
tidak patuh dalam melaporkan penghasilannya ke sistem e-7ax.'* Buktinya
baru-baru ini pada Bulan April Tahun 2023, terdapat berita bahwa pajak
restoran di Kota Malang diduga bocor hingga mencapai Rp.
2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Pemerintah Kota Malang (Pemkot
Malang) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang
menemukan adanya dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh sejumlah
restoran. Hal tersebut ditemukan usai melakukan sidak pada tanggal 8 April
2023 lalu. diketahui ada lima resto ternama di Kota Malang yang diduga
memanipulasi pajak, sehingga apa yang harusnya dibayarkan, tak
dibayarkan. Lima resto yang diduga melakukan manipulasi pajak, di
antaranya adalah Ocean Garden, Kaizen All You Can Eat BBQ & Grill,
Cocari, Warung Sego Sambel Cak Uut, dan Roketto Coffee & Co. Kepala
Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto mengatakan, pajak tersebut

sebenarnya bukan merupakan uang restoran, akan tetapi milik dari

10 Hilyatul Azkiya, “Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik" (Skripsi
Thesis, Universitas Airlangga, 2018), http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74502 3.

11 Rachdianti, Astuti, dan Susilo, “Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,”
Jurnal Perpajakan, no. 1(2016): 5.



konsumen yang membeli produk di restoran tersebut. Pajak tersebut, yakni
senilai 10% dari harga produk dan memang sudah seharusnya dibayarkan
ke Bapenda Kota Malang untuk selanjutnya menjadi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Malang.*

Dengan kejadian serupa yang terjadi di Kota Malang, di mana beberapa
restoran diduga melakukan manipulasi pajak, tidak menutup kemungkinan
bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut juga terjadi di Kota Batu, dimana
di Kota Batu banyak terdapat restoran-restoran atau rumah makan besar
karena posisinya sebagai tempat destinasi wisata. Banyak usaha-usaha yang
telah dipasangi alat rekam transaksi (fapping box). Adapun pemasangan
tapping box pada hotel berjumlah 41, pada restoran berjumlah 58, dan pada
tempat hiburan berjumlah 15. Mekipun usaha-usaha tersebut sudah
dipasang tapping box, nyatanya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh
dalam membayarkan pajak terhutangnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di
Kota Batu pada tahun 2023. Target perubahan pada sektor pajak restoran
yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ialah sebanyak
Rp. 32.508.922.081,00. Namun ternyata ada beberapa bulan dimana para
wajib pajak masih mendapatkan denda. Berikut data realisasi penerimaan

pajak daerah dan denda pada sektor pajak restoran.

12 Fathoni Prakarsa Nanda, “Pajak Restoran Kota Malang Diduga Bocor Rp 2 Miliar,” Radar
Malang, 10 April 2023, diakses 22 Oktober 2023
https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811091979/pajak-restoran-kota-malang-diduga-bocor-

rp-2-miliar
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Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Denda pada

Sektor Pajak Restoran
BULAN REALISASI DENDA
Januari 3.413.060.534,00 3.053.442,00
Februari 2.833.802.288,00 2.710.756,00
Maret 2.367.619.013,00 3,100.439,00
April 2.141.953.133,00 1.302.628,00
Mei 2.554.408.148,00 5.690.300,00
Juni 2.586.441.035,00 3.940.132,00
Juli 3.127.062.186,00 4.214.363,00
Agustus 2.991.619.801,00 4.939.866,00
September 2.771.707.093,00 2.938.778,00
Oktober 2.586.310.241,00 -
November 2.888.716.252,00 -
Desember 3.694.672.652,00 5.926.060,00
TOTAL 33.957.372.376,00 37.816.764,00

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Batu

Meskipun realisasi pajak terpenuhi, nyatanya masih banyak wajib pajak
yang terkena denda, bahkan mencapai Rp. 37.816.764,00. Hal ini
membuktikan bahwa masih banyak pengusaha yang belum memenuhi
kewajibannya dalam membayarkan pajak.

Maka dari itu, pemerintahan Kota Batu perlu memaksimalkan
Pendapatan Asli Daerah, utamanya dari Pajak Daerah sebagai sumber utama
pendanaan pemerintah daerah. Meningkatnya popularitas Kota Batu sebagai
Kota wisata, mendorong pesatnya pembangunan hotel, restoran, serta
tempat hiburan yang tersebar di seluruh Kota Batu. Dengan pesatnya
pembangunan di Kota Batu, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah utamanya melalui Pajak Daerah berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran



dan Pajak Hiburan.” Keberhasilan dalam mengoptimalkan pajak restoran
juga dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan
Daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memegang peran kunci
dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan perpajakan, terutama di
daerah wisata yang memiliki banyak restoran, seperti memastikan
kepatuhan hukum wayjib pajak restoran, mencegah potensi manipulasi pajak,
dan memastikan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor restoran dapat
dimaksimalkan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu penulis
memilih judul Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran di
Kota Batu (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu). Dengan judul
tersebut, penulis bertujuan untuk menyoroti pentingnya pengawasan Badan
Pendapatan Daerah demi memastikan kepatuhan hukum wajib pajak
restoran serta mencegah terjadinya manipulasi pajak sehingga pendapatan
daerah dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat
disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk pengawasan Badan Pendapatan Daerah terhadap

kepatuhan hukum wajib pajak restoran dalam mencegah terjadinya

manipulasi data pajak pada sistem E-Tax di Kota Batu?

13 Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, ”’Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restooran, dan Pajak
Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota
Batu Tahun 2012-2016),” E-Jurnal Riset Manajemen, no. 1(2017), 86



2. Apa saja faktor pendukung serta kendala Badan Pendapatan Daerah

dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan hukum wajib

pajak restoran di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang sudah tertulis dapat

ditentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis bentuk pengawasan Badan Pendapatan Daerah
terhadap kepatuhan hukum wajib pajak restoran dalam mencegah
terjadinya manipulasi data pajak pada sistem E-Tax di Kota Batu

Untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta kendala Badan
Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap

kepatuhan hukum wayjib pajak restoran di Kota Batu

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian

maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Manfaat teoritis, penelitian ini dapat membantu mengembangkan ilmu
keilmuan prodi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang
hukum pajak.
Manfaat praktis
a. Bagi masyarakat :
Dengan memahami akibat yang terjadi jika masyarakat tidak
patuh dalam tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak, maka

diharapkan masyarakat mampu dalam memenuhi kewajiban



perpajakannya. Hal ini dapat membantu masyarakat melindungi diri
sendiri dari tindakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan
perpajakan yang berlaku dan apabila masyarakat patuh, maka dapat
membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi pemerintah daerah (Kota Batu) :

Hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah
mengidentifikasi masalah yang terjadi akibat manipulasi pajak
restoran dan diharapkan pemerintah lebih menegaskan peraturannya
dalam memperhatikan ketertiban wajib pajak untuk tertib

melakukan kewajibannya.

E. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah penjelasan maksud dari istilah yang
menjelaskan secara operasional mengenai penelitian. Definisi opersional
digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam
antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Agar tidak
terjadi  kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam
penelitian. Berikut ini dijelaskan definisi-definisi operasional yang

digunakan dalam penelitian ini.

1. Pajak Restoran
Pajak restoran adalah jenis pajak yang dikenakan pada usaha
restoran atau tempat makan untuk mendapatkan pendapatan dari

penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan. Pajak restoran
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biasanya diatur oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal, dan tarif
serta aturan pajaknya dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22
dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah
fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga rumahmakan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.**

Pajak restoran sering kali merupakan sumber pendapatan bagi
pemerintah daerah atau pemerintah lokal dan digunakan untuk
mendukung layanan dan proyek di wilayah tersebut. Pendapatan dari
pajak ini dapat digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, perawatan
kesehatan, dan berbagai keperluan umum lainnya.

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Hukum ialah merupakan
suatu sikap Masyarakat dalam menaggapi suatu aturan baik itu melalui
tindakan ataupun ucapan. Jika berbicara tentang Kepatuhan Hukum
maka Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari Kesadaran Hukum, Hal
tersebut dikarenakan Kepatuhan akan muncul ketika Kesadaran

terhadap Hukum telah ada.” Hal yang membedakannya yaitu dalam

4 Lamia, Saerang, dan Wokas, “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran,
Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa
Utara,” Jurnal Berkala IImiah Efisiensi, no. 5(2015), 792.

15 Muafiq Inayah, ”Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code Kelurahan Suryatmajan
Kecamatan Danurejan Terhadap Penanggulangan Bencana” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia,
2017), http://hdl.handle.net/123456789/5022
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kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak
ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai
penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang
terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum
yang diharapkan ada.®
3. E-Tax

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak adalah dengan menciptakan kemudahan dalam
penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dengan
memanfaatkan internet, maka digunakanlah sistem pembayaran pajak
secara online atau e-Tax. Dengan adanya e-Tax, maka teknologi
informasi menjalankan fungsinya dengan baik. Sistemnya yang online
dapat wajib pajak gunakan untuk mengantisipasi datang ke kantor
pelayanan pajak, berurusan dengan pelayan pajak secara tatap muka
langsung dan mengantisipasi penyebaran virus yang terjadi sekarang ini
di negara Indonesia. Program e-Tax sebenaranya sudah ada sejak tahun
2013 dan sudah banyak di gunakan oleh banyak kalangan dalam

penyampaian kewajiban pajak mereka.'’

16 Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” Jurnal TAPIs,
no. 1(2014): 11 http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600 .

17 Khatleen Ernita dan Paul Eduard Sudjiman, “Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung),” Jurnal Ekonomis, no.
1A(2021): 4-5 https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1a.2499
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F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan dalam membuat penelitian atau
karya tulis ilmiah agar dapat menjelaskan arah masalah yang difokuskan,
dari hal tersebut peneliti menulis menjadi 5 bab, yakni:

Bab I: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah berisi
penjelasan tentang bagaimana peneliti sampai pada keputusan untuk
melakukan penelitian dengan topik yang telah tertera dalam judul
penelitian. Rumusan masalah berisi rumusan permasalah penelitian yang
berwujud kalimat pernyataan atau pertanyaan dan dapat dibagi atas
beberapa sub-permasalahan. Tujuan penelitian berisi tentang target
penelitian, banyaknya target penelitian diharapkan sama dengan banyaknya
rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang manfaat hasil
penelitian, baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak atau orang lain.
Definisi operasional berisi tentang penjelasan maksud dari istilah yang
menjelaskan secara operasional mengenai penelitian.

Bab II: tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu berisi kajian
berbagai hasil penelitian orang lain yang relevan dengan masalah penelitian.
Kerangka teori berisi tentang penjelasan teori yang relevan dengan fokus
penelitian agar diperoleh suatu legitimasi konseptual. Unsur-unsur teori
mislanya definisi dan asumsi yang diuraikan secara jelas.

Bab ke III: Metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian,
pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data,

serta teknik analisis data dengan penjelasan berkut ini. Jenis penelitian berisi
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tentang petunjuk yang dapat memudahkan proses penelitian dari awal
hingga akhir. Pendekatan penelitian berisi tentang cara atau kegiatan dalam
suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat
suatu kesimpulan. Sumber data penelitian berisi tentang subyek dari mana
data dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data berisi tentang metode yang
dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan
informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam
memaparkan penelitiannya. Teknik analisis data berisi tentang cara untuk
mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah
dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan.
Sistematika pembahasan berisi tentang isi pembahasan proposal skripsi
yang sistematis dari setiap bab dan sub bab.

BAB IV : pembahasan atas rumusan masalah, pada bab empat akan
menjelaskan tentang Pembahasan yang berisikan uraian tentang
pengawasan kepatuhan hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu.

BAB V : penutup, pada bab lima akan berisikan tentang kesimpulan
serta saran dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian skripsi

ini.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari

perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk

penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti

dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Berikut penelitian terdahulu yang membahas mengenai demonstrasi

mahasiswa :

1.

Jurnal oleh Jessica M. Sehalgi, Anderson G. Kumenaung, dan George
M.V Kawung 2023 yang berjudul "Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak
Reklame terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado,” hasil dari
penelitian ini adalah pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado
dari tahun 2007- 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran dan
reklame sudah cukup baik, namun untuk kedepannya lebih diperlukan
lagi peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak
dengan cara mengawasi secara langsung dan mendata ulang setiap
badan atau orang yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, juga harus
mempertahankan dan meningkatkan pajak daerah dengan cara
mensosialisasikan tentang peraturan daerah khususnya pajak daerah
kepada setiap orang atau badan, sehingga tumbuhnya tingkat kesadaran

diri sebagai wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga diharapkan

14
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pendapatan pajak restoran dan pajak reklame ini dapat terus meningkat
pada setiap tahunnya.*®

2. Jurnal oleh Aldo Nizar Farozin, Tri Yuniningsih, dan Agustin Rina
Herawati 2023 yang berjudul “Efektivitas Penerapan E-Tax dalam
Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang,” hasil dari penelitian ini
adalah Efektivitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran
Di Kota Semarang meliputi Indikator Ketepatan Sasaran yang belum
berjalan efektif, dimana jumlah perangkat e-tax masih kurang dalam
memenuhi jumlah objek pajak yang ada. Indikator Sosialisasi belum
berjalan lancar dikarenakan kurangnya jumlah sdm di lapangan
sehingga sosialisasi program belum merata. Indikator Pencapaian
Tujuan berjalan kurang baik dikarenakan realisasi pemasangan e-tax
tidak mencapai target dikarenakan beberapa wajib pajak restoran yang
tidak kooperatif dan kurangnya jumlah perangkat. Indikator
Pemantauan kurang berjalan efektif dikarena kurangnya sdm di
lapangan untuk langsung mengawasi apabila terjadi kecurangan atau
perbaikan. Ketidak jelasan regulasi yang perlu ditinjau kembali
mengenai penetapan objek pajak yang dipasang perangkat e-tax.*

3. Jurnal oleh Januar Eko Aryansah, Muhammad Yusuf Abror, dan Dwi

Mirani 2023 yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak

18 Jessica M Sahelangi, Anderson G Kumenaung, dan George M V Kawung, “Pengaruh Pajak
Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado” Jurnal Berkala
limiah Efisiensi, no. 9(2023): 11.

19 Farozin, Yuniningsih, dan Herawati, “Evektifitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak
Restoran di Kota Semarang,” Journal of Public Policy and Managemnet Review, no.3(2023), 10.
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Elektronik (E-Tax) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
Kota Palembang” hasil dari penelitian ini adalah Penerapan pajak
elektroknik di kota Palembang ini sudah berjalan sejak tahuh 2018.
Adapun faktor pendukung dari keberhasilan praktik pajak online Kota
Palembang ini adalah adanya dukungan kebijakan berupa Peraturan
Walikota sehingga memberikan legalesi yang cukup kuat untuk
penerapannya. didukung sarana dan prasarana yang memadai,
kerjasama dan komunikasi yang baik kepada wajib pajak berupa
sosialisasi melalui media sosial, media elektronik dan relasi yang baik
dengan penyedia jasa aplikasi pajak online sebagai pihak ketiga. Adapun
yang menjadi kendala dalam keberhasilan penerapan pajak online
adalah masih sedikitnya ketersediaan alat tapping box dibandingkan
dengan jumlah wajib pajak yang ada di Kota Palembang serta kepatuhan
wajib pajak untuk menggunakan E-Tax secara sukarela masih rendah.
Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah
Kota Palembang mengusahakan pengadaan tapping box pajak online
yang maksimal agar semakin banyak wajib pajak yang mengikuti
program pajak online ini. Pemerintah terus meningkatkan kerjasama dan
komunikasi yang efektif kepada kelompok wajib pajak agar terjadi
peningkatan partisipasi wajib pada dalam proses pemungutan pajak

dapat menggunakan aplikasi pajak online.?

2 Januar Eko Aryansah, Muhammad Yusuf Abror, dan Dwi Mirani, “Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota
Palembang,” Jurnal Illmiah Illmu Sosial 9, no. 1 (30 Juni 2023): 10,
https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974.
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4.  Skripsi oleh Hasna Afifah, Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin 2022 dengan
judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Banjarmasin,”
hasil penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. tingginya tingkat pemahaman dan
pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan
tidak dapat menjamin wajib pajak akan memenuhi kewajiban
perpajakannya. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak
dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan wajib pajak saat
pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi
yang justru merugikan wajib pajak sendiri. Sanksi Pajak berpengaruh
positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan terjadi
kerena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan
perpajakan. Semakin besar pelanggaran yang dilakukan seorang wajib
pajak, maka sanksi yang diberikan tentunya juga akan semakin berat.
Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan
wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh

melaksanakan kewajiban perpajakannya.*

2l Hasna Afifah, "Pengaruh Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Banjarmasin” (Skripsi, Akuntansi Sekolah
Tinggi llmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin, 2022), http://eprints.stiei-
kayutangi-bjm.ac.id/id/eprint/2033



http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/id/eprint/2033
http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/id/eprint/2033
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5. Jurnal oleh Garry A. G. Dotulong, David P. E. Saerang, dan Agus T.
Poputra yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas
Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara,” hasil dari penelitian ini
adalah Potensi pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara cukup
tinggi, dapat dilihat dari perhitungan potensinya. Dapat diartikan bahwa
pendapatan daerah pada sektor Pajak Restoran dapat meningkatkan PAD
melalui sektor Pajak Daerah. Dalam perhitungan efektivitasnya, Pajak
Restoran tidak mencapai target efektivitas yang ditentukan. Itu
dikarenakan potensi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara lebih
besar dari realisasi pajaknya sehingga efektivitas Pajak Restoran
tergolong tidak efektif. Melihat dari potensi penerimaan dan efektivitas
pajak khususnya Pajak Restoran dapat menunjukkan bahwa untuk Pajak
Restoran di Kabupaten Minahasa Utara memiliki peluang keberhasilan
cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik. Untuk itu
perlu usaha dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk
meningkatkan keberhasilan Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa
Utara sehingga penerimaan, pertumbuhan dan kontribusi baik terhadap

Pajak Daerah maupun PAD dapat ditingkatkan lagi.?

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No | Nama/Judul | Instansi Jenis Persamaan | Perbedaan
Penelitian
1. | Jessica M. | Jurnal Metode Membahas | Penelitian ini
Sehalgi, Berkala pendekatan | tentang membahas

22 Garry A G Dotulong, “Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten
Minahasa Utara,” Jurnal Berkala lImiah Efisiensi, 14, no. 2 (2014): 106.
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Anderson G. | Ilmiah kuantitatif | Pajak tentang
Kumenaung, | Efisiensi dengan Restoran pengaruh
dan George analisis pajak
M.V data regresi restoran dan
Kawung/ linier pajak
Pengaruh berganda. reklame
Pajak secara
Restoran dan bersama-
Pajak sama terkait
Reklame pertumbuhan
terhadap eoknomi di
Pertumbuhan Kota
Ekonomi di Manado
Kota 2007-2021,
Manado sedangkan
penelitian
saya
membahas
tentang peran
Badan
Pendapatan
Daerah
(BAPENDA)
dalam
mewujudkan
kepatuhan
hukum wajib
pajak
restoran.
Aldo Nizar | Journal Of | Metode Membahas | Penelitian ini
Farozin, Tri | Public penelitian | tentang membahas
Yuniningsih, | Policy and | kualitatif Pajak tentang
dan Agustin | Management Restoran Efektivitas
Rina Review penerapan e-
Herawati/ Tax  dalam
Efektivitas Monitoring
Penerapan E- Pajak
Tax dalam Restoran di
Monitoring Kota
Pajak Semarang,
Restoran di sedangkan
Kota penelitian
Semarang saya
membahas
tentang peran

Badan
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Pendapatan
Daerah
(BAPENDA)
dalam
mewujudkan
kepatuhan
hukum wajib
pajak
restoran.
Januar Eko | Jurnal Metode Membahas | Penelitian ini
Aryansah, Ilmiah Ilmu | deskriptif | tentang membahas
Muhammad | Sosial kualitatif pelaksanaan | tentang
Yusuf Abror, e-Tax pelaksanaan
dan Dwi kebijakan e-
Mirani/ Tax terhadap
Evaluasi peningkatan
Pelaksanaan pendapatan
Kebijakan pajak daerah
Pajak di Kota
Elektronik Palembang,
(E-Tax) sedangkan
terhadap penelitian
Peningkatan saya
Pendapatan membahas
Pajak Daerah tentang peran
Kota Badan
Palembang Pendapatan
Daerah
(BAPENDA)
dalam
mewujudkan
kepatuhan
hukum wajib
pajak
restoran.
Hasna Program Metode Membahas | Penelitian ini
Afifah/ Studi kuantitatif | tentang membahas
Pengaruh Akuntansi, Pajak tentang
Pengetahuan | Sekolah Restoran pengaruh
Pajak, Tinggi Ilmu pengetahuan,
Pemeriksaan | Ekonomi pemeriksaan,
Pajak, dan | Indonesia dan  sanksi
Sanksi Pajak | (STIE terkait pajak
terhadap Indonesia) terhadap
Kepatuhan Banjarmasin kepatuhan

Wajib Pajak

wajib  pajak
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Restoran di
Kota

restoran  di
Kota

Banjarmasin Banjarmasin,
sedangkan
penelitian
saya
membahas
tentang peran
Badan
Pendapatan
Daerah
(BAPENDA)
dalam
mewujudkan
kepatuhan
hukum wajib
pajak
restoran.

Garry A. G. | Jurnal analisis Membahas | Penelitian ini

Dotulong, Berkala perhitungan | tentang membahas

David P. E. | Ilmiah potensi Pajak tentang

Saerang, dan | Efisiensi penerimaan | Restoran potensi

Agus T. yang penerimaan

Poputra/ didasarkan dan

Analisis pada efektivitas

Potensi jumlah pajak

Penerimaan wajib pajak restoran  di

dan restoran Kabupaten

Efektivitas perhitungan Minahasa

Pajak efektivitas Utara,

Restoran di Pajak sedangkan

Kabupaten Restoran penelitian

Minahasa yang saya

Utara didasarkan membahas

pada tentang peran
realisasi Badan
penerimaan Pendapatan
dan potensi Daerah
penerimaan (BAPENDA)
Pajak dalam
Restoran. mewujudkan
kepatuhan
hukum wajib
pajak

restoran.
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B. Kerangka Teori
1. Pengawasan
a. Pengertian Pengawasan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, diperlukan adanya
pengawasan demi memastikan rencana-rencana yang telah disusun
berjalan sesuai dalam suatu kegiatan. Pengawasan merupakan
kegiatan untuk menetapkan pekerjaan, menilai, serta mengoreksi
jika perlu untuk menjaga agar pekerjaan yang sedang dilakukan
sesuai dengan rencananya. Menurut S.P. Siagian pengawasan
merupakan pengamatan pelaksanaan semua aktivitas organisasi
demi memastikan bahwa segala tugas yang sedang dikerjakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Schermerhorn
mengartikan pengawasan ialah membuat ukuran kinerja dan
mengambil langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan
sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.?®

Demi menjaga dan memastikan bahwa penyetoran pajak
oleh Wajib Pajak terlaksana dengan baik sehingga realisasi pajak
terpenuhi, maka dibutuhkan pula pengawasan oleh Badan
Pendapatan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (1) menjelaskan

bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan

23 Saefulla, dan Ernie, Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 317
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tindakan yang dilakukan demi memastikan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah berjalan secara efisien serta efektif sesuai
dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan.?
Menurut Daulay pengawasan adalah menetapkan standar dan
melaksanakan rencana serta desain sistem informasi secara iteratif,
membandingkan aktivitas yang sebenarnya dengan kriteria yang
telah ditetapkan sebelumnya, mengidentifikasi dan mengukur
penyimpangan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang
diperlukan agar sumber daya perusahaan dapat berfungsi optimal
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.?®

Dari pengertian diatas dapat ditarik konklusi bahwa
pengawasan berperan penting dalam suatu kegiatan. Melalui
pengawasan, kegiatan yang telah direncanakan akan berjalan sesuai
yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya pengawasan dapat
meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena
setiap proses kegiatan akan diperiksa, dinilai, serta dikoreksi,

sehingga jika ada kesalahan dapat segera dibenahi.

24 pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

% Mimi Yap dan Susi Dwi Mulyani, “PENGARUH PELAYANAN, PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG
DIMODERASI DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN,” Jurnal Magister Akuntansi
Trisakti 9, no. 1 (8 April 2022): 41, https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573.
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b. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

1) Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefullah fungsi pengawasan sebagai

berikut:

a)

b)

Menilai keberhasilan dan pencapaian serta target
berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Mengambil tindakan klarifikasi dan perbaikan terhadap
penyimpangan yang mungkin terdeteksi.

Menerapkan berbagai solusi alternatif untuk berbagai
masalah  yang  berhubungan dengan  pencapaian

perusahaan.?

Sementara itu, fungsi pengawasan menurut Maringan

diantaranya:

a)

b)

Meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pejabat yang diberi
tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
Melatih para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk mencegah penyimpangan, penyelewengan, kelalaian,
dan kelemahan agar tidak menyebabkan kerugian yang tidak

diinginkan.

26 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: Prenada Media

Jakarta, 2005), 12
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d) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan sehingga
pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan
pemborosan.?’

Sementara untuk tujuan pengawasan adalah untuk menunjang
kelancaran serta ketepatan dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dijelaskan pada pasal 1
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.?®
¢. Macam-Macam Pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, berikut ini

merupakan macam-macam pengawasan menurut Feriyanto, antara

lain:

1) Pengawasan Intern dan Ekstern
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh
individu atau badan yang berada dalam unit organisasi terkait.
Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan melalui pengawasan
langsung oleh atasan, pengawasan melekat (built-in control),
atau pengawasan rutin oleh inspektorat jenderal di setiap
kementerian dan inspektorat wilayah di setiap daerah di
Indonesia, yang berada di bawah pengawasan Kementerian

Dalam Negeri.

2 Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2004), 62

28 pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan
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Sementara pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar organisasi
yang diawasi. Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
adalah lembaga tinggi negara yang bertanggung jawab atas
pengawasan ekstern, dan beroperasi secara independen dari
pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugasnya,
BPK mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan dari aparat
pengawasan intern pemerintah, sehingga penting untuk
menciptakan harmonisasi antara kedua pihak dalam pengawasan
keuangan negara. Harmonisasi ini tidak mengurangi
independensi BPK dalam memberikan penilaian objektif
terhadap aktivitas pemerintah. Selain itu, pengawasan ekstern
juga dilakukan oleh pihak luar pemerintah seperti organisasi
masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat umum.
Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah diharapkan dapat
memperbaiki diri berdasarkan kritik, masukan, dan pengawasan
yang diberikan, sehingga mampu menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya dengan lebih baik.

Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan
sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mencegah
terjadinya penyimpangan. Biasanya, pemerintah menerapkan

pengawasan ini untuk menghindari penyimpangan dalam
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pelaksanaan keuangan negara yang dapat menyebabkan
kerugian besar bagi negara. Selain itu, pengawasan ini bertujuan
agar sistem pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana.
Pengawasan preventif akan lebih efektif dan bermakna jika
dilakukan oleh atasan langsung, sehingga potensi penyimpangan
dapat terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang
dilakukan setelah suatu kegiatan selesai. Biasanya, pengawasan
ini dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, di mana laporan
tentang penggunaan anggaran yang telah ditentukan
disampaikan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan
pengawasan untuk mendeteksi kemungkinan adanya
penyimpangan.

Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) adalah pengawasan yang dilakukan
langsung di lokasi kegiatan terkait. Ini berbeda dengan
pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan dengan meneliti dan
menguji dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang disertai

bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.?®

2 Yulianta Saputra, ”Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara,” 1lmu Hukum UIN
Suka, 13 November 2021, diakses 24 Mei 2024, llmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (uin-

suka.ac.id)



https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara
https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara
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2. Pemungutan Pajak

Dalam pasal 1 ayat (25) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, menjelaskan
bahwa Pemungutan ialah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan
besarnyapajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Menurut Mustagiem dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan
dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia,” teori-teori
pemungutan pajak dibagi menjadi lima bagian, diantaranya:3!

a. Teori Asuransi
Negara memiliki tugas untuk melindungi individu serta segala
kepentingan, keselamatan, atau keamanan jiwa dan harta benda
mereka, mirip dengan prinsip dalam perjanjian asuransi yang
memerlukan pembayaran premi untuk perlindungan. Dalam konteks
ini, pajak bisa dianalogikan sebagai pembayaran premi kepada
negara. Namun, saat ini, negara tidak bisa disamakan dengan sektor
asuransi. Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada
warganya tidak bergantung pada pembayaran pajak, melainkan pada
tanggung jawab negara untuk melindungi semua warga, baik yang

membayar pajak maupun yang tidak karena tidak memenuhi syarat

30 pasal 1 ayat (25) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Restoran

31 Mustagiem, Perpajakn Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia (Yogyakarta: Buku
Litera Yogyakarta, 2014), 28-30
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sebagai wajib pajak menurut peraturan perpajakan. Perlindungan ini
mencakup warga negara di dalam negeri maupun di luar negeri.
Sementara itu, lembaga asuransi hanya berkewajiban memberi
perlindungan kepada anggotanya yang terdaftar sebagai nasabah dan

yang telah membayar premi sesuai kesepakatan.

. Teori Bhakti

Teori ini didasarkan pada konsep "organische Staatsleer," yang
mengajarkan bahwa karena sifat negara, muncul hak mutlak untuk
memungut pajak. Hak ini telah diakui selama berabad-abad dan
dipahami sebagai kewajiban dasar untuk menunjukkan pengabdian
kepada negara melalui pembayaran pajak. Di era negara modern,
yang juga merupakan negara hukum, kebijakan pemungutan pajak
harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Di
Indonesia, sebagai negara modern dan negara hukum, kebijakan
pemungutan pajak didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945: "Segala pajak dan pungutan lain
yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara berdasar peraturan
perundang-undangan." Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak,
termasuk negara, yang berhak memungut pajak tanpa adanya
peraturan perundang-undangan yang sah.

Teori Kepentingan

Pada awalnya, teori ini hanya memperhatikan pembagian beban

pajak yang harus dipungut dari penduduk. Pembagian beban ini



30

berkaitan dengan kepentingan masing-masing individu, yang bisa

berbeda antara satu dengan yang lain. Berdasarkan konsep

"organische Staatsleer," karena sifat negara, muncul hak mutlak bagi

negara untuk memungut pajak. Pajak yang dipungut oleh negara

akan dikelola untuk kepentingan umum.
d. Teori Daya Beli

Menurut teori ini, lembaga yang mengelola kepentingan masyarakat

dipandang sebagai dasar keadilan dalam pemungutan pajak, yang

tidak hanya untuk kepentingan individu atau negara, tetapi untuk
kepentingan keduanya.
e. Teori Gaya Pikul

Teori ini menguraikan bahwa keadilan dalam pengenaan pajak

bergantung pada layanan yang diberikan negara kepada warganya,

seperti melindungi jiwa dan harta mereka. Biaya diperlukan untuk
tugas tersebut, sehingga masuk akal jika masyarakat yang menerima
perlindungan tersebut membayar pajak.

Sementara menurut Undang-Undang Dasar RI 1945, pengenaan dan
pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk kepentingan negara
hanya sah dilakukan berdasarkan undang-undang (Pasal 23 ayat 2 yang
telah diamandemen menjadi Pasal 23A UUD RI 1945). Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada pihak, termasuk negara, yang memiliki
hak untuk memungut pajak tanpa adanya dasar hukum dalam bentuk

undang-undang. Adanya hukum pajak di setiap negara harus
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memberikan jaminan hukum untuk menjaga keadilan baik bagi negara
sebagai pemungut pajak maupun bagi masyarakat sebagai pembayar
pajak.
3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan. Menurut M.H Tirtamidjaja Hukum adalah sekumpulan
aturan (norma) yang harus ditaati dalam perilaku dan tindakan saat
berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, dengan ancaman harus
mengganti kerugian. Jika aturan-aturan tersebut dilanggar, pelanggar
akan menghadapi risiko terhadap diri sendiri atau harta benda mereka,
seperti kehilangan kebebasan, dikenai denda, dan sebagainya.®?
Berdasarkan pengertian diatas, maka kepatuhan hukum adalah perilaku
atau tindakan seseorang atau kelompok yang sesuai dengan aturan,
norma, dan regulasi yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku.

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang
meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan
seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan
melalui kas negara. Dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan hukum pajak
adalah perilaku seseorang yang melakukan kewajiban perpajakannya

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.*

32 5 T Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1884), 38
3 Rijal Abrar, ”Analisa Atas Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Peningkatan Kesadaran Wajib
Pajak dan Kepatuhan Hukum Atas Sanksi Pajak” (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia
Bandung, 2019), http://elibrary.unikom.ac.id/ , 14
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris,
suatu pendekatan penelitian dalam bidang hukum yang bertujuan untuk
mengamati hukum dalam konteks praktis serta menyelidiki implementasinya
dalam lingkungan sosial** yang dilaksanakan melalui observasi lapangan dan
wawancara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Penelitian yang
menggunakan empiris berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan
analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini melakukan

penelitian langsung di lapangan (field research).®

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis
sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan
interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam
sebuah pendekatan tunggal. Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter
kajian, yaitu: pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat, bukan
hannya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. Kedua,

penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat

3 Muhammad Syahrum Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif,
Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis (Riau: DOTPLUS, 2022), 4.

% Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto
Djanggih, Farah Syah Rezah Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) ( Makasar: CV.
Social Politic Genius (SIGn) 2017), 8.

32
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posteriori (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). Ketiga,

validitasnya di dasarkan pada fakta realitas hukum.3®

C. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kota Batu yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman, 507 Blok B, Balai
Kota, Among Tani, Kota Batu.
D. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Primer, yaitu terdiri dari wawancara kepada Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kota Batu, informan yang mengetahui tentang cara
menanggulangi permasalahan terkait manipulasi pajak restoran,
melaksanakan wawancara kepada narasumber yakni pegawai Badan
Pendapatan Daerah Kota Batu, serta melakukan wawancara kepada
responden.

Sumber data penelitian yang digunakan adalah hasil wawancara dengan
partisipan secara terstruktur yang mana berisi beberapa pertanyaan yang
disebarkan kepada informan.

2. Sekunder, yaitu sumber data yang terdiri dari buku-buku tentang pajak,
jurnal tentang pajak restoran, skripsi tentang pajak, thesis, desertasi,

kasus-kasus hukum, dan jurisprudensi.?’

% Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H., Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis
Sosiologis) (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan institute 2021), 21.
37 Zainuddin Ali Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 54.
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E. Teknik Pengumpulan Sumber Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa
wawancara kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu
terkait peran BAPENDA dalam menanggulangi manipulasi pajak restoran
untuk mengumpulkan data mendalam tentang pandangan, persepsi, dan
pengalaman dari partisipan.
F. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif
kualitatif, adalah suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan
dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan
kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan
peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen,
sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.
G. Metode Pengolahan Data
Menurut Miles & Huberman, metode pengolahan data terdiri dari 3
(tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :*8
1. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap

hasil wawancara kepada Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan

38 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.
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Bapenda Kota Batu terkait kepatuhan hukum wajib pajak restoran di
Kota Batu.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak
perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyajian kumpulan informasi
yang terstruktur, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Adapun data yang digunakan oleh peneliti
ialah dari hasil wawancara, buku-buku tentang pajak, jurnal tentang
pajak restoran, skripsi tentang pajak, thesis, disertasi, kasus-kasus
hukum, dan yurisprudensi..

Miles & Huberman berpendapat bahwa penyajian yang lebih
baik merupakan metode utama dalam analisis kualitatif yang valid,
yang mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
Semua ini dirancang untuk menyusun informasi secara terpadu

dan mudah diakses.

. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan jelas
terhadap kejadian yang fakta terkait pengawasan kepatuhan hukum
wajib pajak restoran yang dilakukan oleh Bapenda Kota Batu dan

teori yang dijelaskan sebelumnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu beralamat di Balai
Kota, Among Tani, JI. Panglima Sudirman 507 Blok B, Kota Batu, Jawa
Timur 65313. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu adalah
instansi yang berada di bawah pemerintah daerah Kota Batu yang merupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dibidang keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.* Pelayanan
pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu
dilakukan di Mal Pelayanan Publik Among Warga Balai Kota Among Tani
Kota Batu.

Adapun tugas-tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kota batu
diantaranya merumuskan kebijakan teknis dibidang keuangan sub urusan
pengelolaan pendapatan daerah, merumuskan rencana strategis sesuai dengan
visi dan misi Wali Kota, menetapkan rencana kerja dan anggaran dibidang
pengelolaan pendapatan daerah, melaksanakan kebijakan dibidang
pengelolaan pendapatan daerah, menyelenggarakan pembinaan sumber daya
manusia aparatur badan, menyelenggarakan administrasi Badan,
menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang

pengelolaan pendapatan daerah, menyelenggarakan laporan pelaksanaan

39 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendpatan Daerah

36
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program dan kegiatan badan, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan

oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.*

VISI

Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dengan didukung SDM yang

profesional dan pelayanan prima

MISI

1.

NIl

B
1
2
3.
4.
5
6
7
8
9

Mengoptimalkan pendapatan daerah

Meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan pendapatan daerah
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Meningkatkan kualitas pelayanan

Memanfaatkan teknologi informasi

adan Pendapatan Daerah Kota Batu mengelola sembilan jenis pajak, yakni:

Pajak hotel

Pajak restoran

Pajak reklame

Pajak penerangan jalan

Pajak parker

Pajak hiburan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
Pajak air tanah

Pajak perolehan atas hak tanah dan bangunan

Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada kepada
masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu meningkatkan inovasi
pengelolaan pajak daerah untuk menjamin pelayanan yang mudah,
cepat, dan transparan. Aapun inovasi yang dilakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kota Batu diantaranya:

1) PBB Keliling Jemput Bola
Untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, terutamadalam

pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

40 pasal 2 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendpatan Daerah
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3)

4)
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(PBBP2) Badan Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan inovasi
berupa PBB Keliling Jemput Bola. Inovasi ini dilakukan sebagai
pemutahiran data subyek dan obyek pajak serta menerima
pembayaran PBB melalui teller bank.
Pemasangan Alat Rekam Transaksi Usaha

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak,
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan pemasangan alat
rekam transaksi usaha untuk memastikan pajak yang telah
dibayarkan oleh konsumen dilaporkan dan disetorkan oleh
pengusaha kepada pemerintah daerah.
Aplikasi Lapor Pajak

Melalui lapor pajak, wajib pajak dapat melakukan laporan

pajak daerah secara online, serta mendapatkan virtual account yang

dapat langsung digunakan untuk pembayaran pajak daerah.

E-PBB

Melalui e-PBB, wajib pajak dapat melakukan pengecekan
tagihan dan cetakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), serta mencetak e-SPPT secara
mandiri. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran,
diantaranya:
a. QRIS

b. SMS Banking
c. Mobile banking



39

Internet Banking
Tokopedia

Gopay

Ovo

Teller bank

Agen Laku Pandai
Kedai Indomaret
Alfamart

Kantor pos

—FCr PR Mo

Bentuk Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Kepatuhan
Hukum Wajib Pajak Restoran Dalam Mencegah Terjadinya Manipulasi
Data Pajak Pada Sistem E-Tax di Kota Batu

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah guna
membiayai kegiatan dari pemerintah daerah tersebut. Lembaga yang
bertanggung jawab dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut
ialah Badan Pendapatan Daerah. Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu,
pemungutan pajak diambil dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan, pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak air tanah, dan pajak perolehan atas
hak tanah dan bangunan.

Peraturan terkait pajak restoran di Kota Batu dijelaskan pada pasal 1
ayat (7) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020, bahwasanya pajak
restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pada
ayat (8) dijelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan

dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah
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makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau
katering.*!

Demi menjaga serta mencegah terjadinya ketidakpatuhan dari para
Wajib Pajak, baik yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja, dan untuk
memastikan bahwa seluruh pajak yang terutang dibayar dengan benar dan
tepat waktu, maka Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan.

Tugas yang dilakukan oleh petugas di bidang penagihan, pengawasan,
dan pelaporan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Batu
Nomor 99 Tahun 2021 yang berisi bahwa bidang penagihan, pengawasan, dan
pelaporan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan,
mengkoordinasikan, melaksanakan program, serta mengendalikan kegiatan
di bidang penagihan, pengendalian, dan pengawasan pajak daerah, pelaporan
dan evaluasi pendapatan daerah. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa bidang
penagihan, pengawasan, dan pelaporan dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Perencanaan program bidang penagihan, pengawasan, dan
pelaporan

b) Perumusan kebijakan bidang penagihan, pelaporan, dan evaluasi
pendapatan serta pengendalian dan pengawasan pajak

c) Pengoordinasian kebijakan program bidang penagihan,
pengawasan, dan pelaporan

d) Pembinaan pelaksanaan penagihan, pelaporan, dan evaluasi
pendapatan serta pengendalian dan pengawasan pajak

e) Penyusunan standar operasional prosedur di bidang penagihan,
pelaporan dan evaluasi pendapatan serta pengendalian dan
pengawasan pajak

f) Pengendalian data informasi bidang penagihan, pengawasan, dan
pelaporan

41 Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Restoran
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g) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah

h) Pengoordinasian pelaporan pendapatan daerah

1) Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan
daerah

j)  Perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak
daerah dan retribusi daerah

k) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sistem
administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah

1) Pengoodinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan
pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi
informasi

m) Pengoordinasian kebijakan pemeriksaan pajak daerah

n) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

0) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
penagihan, pengawasan dan pelaporan

p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.*?

Beragam tata cara pemeriksaan dan pengawasan diterapkan karena
berbagai alasan. Oleh karena itu, prosedurnya pun bervariasi. Biasanya, Wajib
Pajak akan menerima surat undangan untuk pemanggilan dan diminta untuk
memberikan klarifikasi di kantor Badan Pendapatan Daerah. Contoh alasan
dilakukannya pengawasan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wahyuning Dewi
Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda
Kota Batu:

“Tata cara pemeriksaan dan pengawasan bermacam-macam, karena
Wajib Pajak diperiksa dengan berbagai sebab, bisa jadi yang pertama
karena tidak melaporkan, kemudian yang kedua melaporkan tapi
tidak sesuai, maka dari itu prosedurnya pun berbeda-beda. Biasanya
Wajib Pajak akan dibuatkan surat undangan untuk pemanggilan,

kemudian Wajib Pajak diminta untuk melakukan klarifikasi di kantor
Badan Pendapatan Daerah.”*

42 pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Derah
4 Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)
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Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Badan
Pendapatan Daerah melakukan pengawasan baik secara manual maupun
melalui sistem elektronik. Pengawasan secara manual termasuk dalam bentuk
pengawasan secara langsung (aktif), karena para petugas pengawasan
melakukan pemeriksaan secara langsung turun ke lapangan. Ibu Wahyuning
Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan
Bapenda Kota Batu menjelaskan :

”Adapun dengan cara manual dilaksanakan secara berkala
melakukan proses monitoring ke Wajib Pajak terutama pada saat
peak season, jadi ada kalanya Badan Pendapatan Daerah langsung
turun ke lapangan untuk mengecek seberapa besar penerimaan atau
jumlah kunjungan di restoran pada hari itu, kemudian nanti datanya
akan dicocokkan dengan laporan yang akan dikirimkan oleh Wajib
Pajak di bulan berikutnya, pajak restoran sebulan sekali, kan
masanya perbulan, jadi untuk omset bulan ini akan dilaporkan di
bulan berikutnya.”**

Biasanya, saat periode ramai, Badan Pendapatan Daerah diwajibkan
turun ke lapangan. Jika sebuah restoran terlihat ramai tetapi setoran pajaknya
dianggap kurang, Badan Pendapatan Daerah dapat langsung memeriksanya
dan mencocokkan data. Sebagai contoh seperti yang dijelaskan oleh Ibu
Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan
Penetapan Bapenda Kota Batu sebagai berikut:

”Misalnya Badan Pendapatan Daerah memiliki program untuk
mengawasi beberapa restoran selama sebulan full, maka akan ada
petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan. Dilakukan
pengawasan pada restoran tersebut guna mencari tahu sebenarnya
restoran tersebut dalam 1 hari berapa penghasilannya, kemudian

nanti akan dihitung total selama sebulan, nanti akan dilihat apakah
benar pajak yang selama ini disetorkan oleh restoran tersebut.”*

4 \Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)
4 Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)
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Selain pengawasan manual, Badan Pendapatan Daerah juga
memanfaatkan sistem elektronik dengan memasang alat rekam transaksi,
yaitu fapping box. Berikut penjelasan dari Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE,
M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu
terkait tapping box:

”Badan Pendapatan Daerah juga dibantu melalui seistem
elektronik, yaitu melalui pemasangan alat rekam transaksi. Alat
rekam transaksi yang digunakan ialah tapping box. Tapping box
nanti akan dipasang pada usaha-usaha yang sudah memiliki sistem,
jadi nanti ditempelkan alatnya dan kemudian bisa digunakan untuk
melakukan perekaman transaksi yang ada di usaha tersebut atau
Wajib Pajak, lalu nanti pada bulan berikutnya akan dicocokkan atau
dilakukan rekonsiliasi antara data yang sudah direkam pada

tapping box dengan nanti omset yang dilaporkan oleh Wajib Pajak
di bulan berikutnya.”*¢

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah
Batu juga dapat dilakukan secara tidak langsung (pasif) melalui pengujian
atau penilaian atas laporan. Seperti data yang terekam kemudian dicocokkan
atau direkonsiliasi dengan omset yang dilaporkan oleh Wajib Pajak di bulan
berikutnya. Berikut data terkait jumlah pemasangan tapping box di Kota Batu
dari tahun 2018-2023:

Tabel 4.1 Jumlah Pemasangan Tapping Box di Kota Batu

NO NAMA 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL
OBJEK
PAJAK
1 | Hotel 4 16 2 7 3 9 41
2 | Restoran 8 1 1 16 3 30 58
3 | Hiburan 3 1 1 1 1 8 15
4 | Parkir 0 3 1 0 0 4 8
122

Sumber : Data Pemasangan Tapping Box di Kota Batu

4 Wahyuing, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)
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Selama alat rekam transaksi tetap aktif, semua data akan tercatat. Data
yang terekam ini kemudian dibandingkan dengan pembayaran yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan
pembanding dan pengukur tingkat kepatuhan. Ibu Wahyuning Dewi Utami,
SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu
menjelaskan terkait rekonsiliasi data pajak guna menjadi pengukur tingkat
kepatuhan Wajib Pajak, yakni sebagai berikut:

”Misalnya pada data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah
seorang Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar Rp.
100.000.000, namun dia hanya melapor Rp. 50.000.000. Dari situ
Badan Pendapatan Daerah tahu bahwa Wajib Pajak tersebut tidak

patuh. Dari situ maka ada tindakan rekonsiliasi, lalu nota dalam
satu hari yang benar akan ditunjukkan ke Wajib Pajak tersebut.”’

Di Kota Batu, meskipun tidak ada peresmian khusus, alat rekam
transaksi mulai dipasang sejak tahun 2018. Pada awalnya, pemasangan
dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 9 alat selama uji coba, kemudian
meningkat menjadi 20, 50, dan hingga sekarang sekitar 120 alat telah
dipasang. Badan Pendapatan Daerah memiliki kewenangan untuk memasang
alat rekam transaksi atau sejenisnya kepada Wajib Pajak sesuai dengan aturan
yang berlaku di Kota Batu. Namun, pemasangan alat tersebut tidak
diwajibkan. Biasanya, alat rekam transaksi dipasang pada Wajib Pajak yang
memiliki omset besar dan berpotensi tinggi, karena biaya operasional alat ini
tidak murah. Badan Pendapatan Daerah mempertimbangkan apakah biaya

operasional tersebut sebanding dengan pajak yang diterima.

47 Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)
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Adanya sistem online membantu mengoptimalkan Pajak Daerah.
Sistem online membantu meningkatkan kepatuhan hukum Wajib Pajak
Restoran di Kota Batu. Berikut penjelasan dari Ibu Wahyuning Dewi Utami,
SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota
Batu:

”Kepatuhan Wajib Pajak restoran sebelum dan sesudah
diberlakukannya sistem online meningkat secara signifikan, karena
Wajib Pajak tidak mau main-main dengan laporan . Mereka tahu
bahwa mereka sedang diawasi dan tidak bisa berbohong karena
Badan Pendapatan Daerah sudah merekam semua transaksi dari
usaha mereka. Dan apabila ketahuan ada kekurangan pembayaran

atau ada penyalahgunaan, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenai
sanksi.”®

Saat melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan, jelas bahwa
petugas yang ditugaskan harus memiliki pemahaman yang baik tentang
perpajakan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya
Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, terutama di bagian
pemeriksaan dan pengawasan, Badan Pendapatan Daerah secara rutin
mengirimkan pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan
guna meng-upgrade keterampilan mereka. Dengan demikian, mereka harus
memahami Undang-Undang yang relevan dalam melakukan pemeriksaan dan
pengawasan, serta prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan tugas
tersebut.

Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak adalah mitra, sehingga
Wajib Pajak diharapkan memberikan kontribusi signifikan untuk

pembangunan Kota Batu melalui pembayaran pajak. Badan Pendapatan

4 Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)
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Daerah berupaya mengingatkan Wajib Pajak yang kurang patuh. Pada
awalnya, mereka akan diberi peringatan, namun jika tetap tidak patuh, akan
diambil tindakan lebih tegas. Sanksi yang diberikan dapat berupa pembayaran
dua kali lipat dari kekurangan pajak yang harus dibayarkan. Badan
Pendapatan Daerah Kota Batu dalam mengambil keputusan tersebut merujuk
pada Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa setiap orang
yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau
dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.*® Berikut contoh dan
penjelasan yang diberikan Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku
Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu :
”Badan Pendapatan Daerah berusaha mengingatkan kalau
misalnya ada Wajib Pajak yang kurang patuh. Awalnya Wajib Pajak
tersebut akan diingatkan dahulu, namun apabila setelah diingatkan
masih tetap tidak patuh, maka akan diambil tindakan yang lebih
keras lagi. Sanksi yang diberikan bisa berupa pembayaran 2 kali
lipat dari kekurangan pajak yang harus dibayarkan. Miisalnya,

seorang Wajib Pajak tidak patuh dalam membayarkan pajaknya,
yang seharusnya dibayarkan sebanyak Rp. 20.000.000 tapi dia

49 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
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hanya membayar Rp. 10.000.000, maka dia harus membayar 2 kali
lipat dari kekurangan yang harus dibayarkan.”*°

Sanksi berat lainnya bisa berupa penutupan usaha, meskipun hal ini
belum pernah terjadi di Kota Batu. Biasanya, ketika diingatkan dan disajikan
data, Wajib Pajak di Kota Batu mengakui kekurangannya dan membayar
pajak yang kurang. Badan Pendapatan Daerah juga bekerja sama dengan
instansi vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan untuk mengingatkan Wajib
Pajak, sehingga kehadiran aparat penegak hukum membuat mereka lebih
patuh.

Pemeriksaan dan pengawasan memainkan peran penting dalam
memastikan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu. Pemeriksaan dan
pengawasan perlu dilakukan karena, pertama, Badan Pendapatan Daerah
harus mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, mengingat tidak semua
Wajib Pajak sepenuhnya patuh. Ada kalanya Wajib Pajak melapor dengan
benar, namun ada juga yang tidak melapor kecuali diingatkan. Kedua,
meskipun Wajib Pajak melapor secara rutin, Badan Pendapatan Daerah perlu
memverifikasi kebenaran laporan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk
pajak restoran, di mana pajak dibayar oleh konsumen dan dititipkan kepada
Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian berkewajiban menyetorkan pajak
tersebut ke kas daerah. Biasanya, nota restoran mencantumkan total biaya,
pajak, dan jumlah yang harus dibayar. Oleh karena itu, pajak yang telah

dibayarkan oleh konsumen harus 100% disetorkan ke Pemerintah Daerah.

50 Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)
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Badan Pendapatan Daerah Kota Batu menerapkan pengawasan
terhadap Wajib Pajak yitu pengawasan secara langsung (aktif), pengawasan
secara tidak langsung (pasif) dan pengawasan preventif. Adapun penjelasan
pengawasan tersebut, yakni:

a. Secara Langsung (Aktif)

Pengawasan secara langsung merupakan kegiatan pengawasan
yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan
langsung bisa berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation,
dan on the spot report. Bapenda Kota Batu menerapkan pengawasan
secara langsung karena adanya petugas yang dikirim untuk turun ke
lapangan dengan mendatangi para Wajib Pajak. Para petugas
pengawasan diminta untuk mengecek jumlah penerimaan atau
kunjungan restoran pada hari tersebut, kemudian data yang didapatkan
dari restoran tersebut akan dibandingkan dengan laporan yang
dikirimkan oleh Wajib Pajak pada sistem online atau e-Tax.
Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Walikota Batu Nomor 64 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, dijelaskan bahwasanya
saat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, petugas berwenang
melakukan :

1) Meminta keterangan lisan dan/atau tulisan yang

diperlukan dari Wajib Pajak

2) Memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan

memberi bantuan guna kelancara pemeriksaan

3) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen yang

diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan

4) Mengakses dan/atau mengunduh data yang di kelola secara
elektronik



49

5) Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan
guna kelancaran pemeriksaan yakni menyediakan tenaga
dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam
mengakses data yang dikelola secara elektronik
memerlukan peralatan dan/atau  keahlian khusus,
memberikan kesempatan kepada petugas untuk membuka
barang bergerak dan/atau tidak bergerak, dan menyediakan
ruangan khusus tempat dilakukan pemeriksaan

6) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa®!

Ada saat dimana Bapenda Kota Batu diwajibkan untuk turun
ke lapangan saat melakukan pengawasan, misalnya ketika Bapenda
Kota Batu memiliki program untuk mengawasi beberapa restoran
sebulan penuh, maka Bapenda akan menunjuk petugas khusus untuk
melakukan pengawasan di restoran tersebut. Tujuan melakukan
pengawasan tersebut guna mengetahui total penghasilan dari restoran
tersebut dalam sebulan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa
pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak sudah sesuai atau belum.
Dengan dilakukannya pengawasan secara langsung, diharapkan para
Wajib Pajak dapat mengurangi ketidakpatuhan pajak, mencegah

penghindaran pajak, serta memastikan penerimaan pajak yang optimal

bagi negara.

. Pengawasan Secara Tidak Langsung (Pasif)

Pengawasan secara tidak langsung merupakan pengawasan
yang dilakukan melalui penelitian pada surat-surat pertanggung

jawaban yang diiringi dengan bukti penerimaan dan pengeluaran.

51 Pasal 12 Peraturan Walikota Batu Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Daerah
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Metode ini biasanya memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk mengawasi kepatuhan pajak. Bapenda Kota Batu
juga melakukan pengawasan melaui sistem elektronik berupa alat
rekam transaksi yakni tapping box. Walikota atau pejabat yang
ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah memiliki
wewenang untuk menguhubungkan sistem informasi data transaksi
usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang
dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah secara sistem online, hal ini
ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Batu Nomor 68
Tahun 2017 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha
Pajak Daerah Melalui Sistem Online.> Alat ini dipasang pada usaha
atau restoran yang sudah memiliki sistem, dan berfungsi untuk
merekam transaksi yang terjadi di tempat usaha tersebut. Selain itu,
tapping box juga dipasang pada usaha-usaha yang dinilai memiliki
omset besar dan berpotensi tinggi, karena biaya oprasional alat ini
tidaklah murah. Jadi Bapenda Kota Batu mempertimbangkan apakah
biaya operasional tersebut sebanding pajak yang diterima. Data yang
diambil dari tapping box digunakan sebagai bahan pembanding dan
pengukur tingkat kepatuhan. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa
seorang Wajib Pajak seharusnya membayar Rp. 100.000.000 tetapi

hanya melaporkan Rp. 50.000.000, Badan Pendapatan Daerah dapat

52 pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan
Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Daerah Melalui Sistem Online
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mengidentifikasi ketidakpatuhan tersebut. Dalam kasus seperti ini,
dilakukan rekonsiliasi dan nota transaksi yang benar dalam satu hari
akan ditunjukkan kepada Wajib Pajak tersebut. Pengawasan secara
tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
serta cakupan pengawasan pajak dengan memanfaatkan teknologi dan
analisis data. Dengan pengelolaan yang tepat, pengawasan tidak
langsung dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam sistem
perpajakan modern.
. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan
terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan,
sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Agar dapat
menghindari terjadinya manipulasi pajak, Bapenda Kota Batu
melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Saat sosialisasi, Bapenda
Kota Batu akan menjelaskan terkait tata cara menghitung pajak, tata
cara pelaporan pajak, dan lain-lain. Sosialisasi secara tatap muka oleh
Bapenda Kota Batu biasanya dilakukan setahun sekali atau dua kali,
kebanyakan Bapenda melakukan sosialisasi melalui sosial media,
seperti Instagram, Facebook, dan website Bapenda Kota Batu. Selain
sosialisasi, Bapenda Kota Batu juga melakukan survei terhadap usaha-
usaha baru, seperti cafe-cafe atau restoran yang baru buka. Tujuan
dilakukan survei tersebut agar Bapenda Kota Batu dapat menganalisis

kondisi usaha tersebut, seperti harga makanan, kapasitas tempat
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duduk, sehingga Bapenda dapat memprediksi total kunjungan
perharinya. Kenudian akan diklasifikasikan apakah usaha tersebut

termasuk dalam Wajib Pajak atau tidak.

C. Faktor Pendukung Serta Kendala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib
Pajak Restoran di Kota Batu

Dalam proses perencanaan, diperlukan faktor-faktor pendukung untuk
memastikan tercapainya target yang diinginkan. Sama halnya dengan Badan
Pendapatan Daerah Kota Batu, mereka juga memiliki faktor-faktor
pendukung untuk mendukung pencapaian target yang diinginkan. Berikut
penjelasan dari Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M. AP selaku Kepala Bidang
Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu :

“Faktor pendukung pengawasan pada Badan Pendapatan Daerah
yakni pertama kompetensi Sumber Daya Manusia. Jumlah dan
kompetensi Sumber Daya Manusia harus mumpuni sesuai dengan
kompetensi dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
Kedua, ketersediaan sistem informasi yang memadai. Ketiga,
komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib
Pajak. Jadi Badan Pendapatan Daerah tidak pandang bulu dalam
menegur Wajib Pajak yang dianggap bersalah.”>?

Faktor pendukung pengawasan di Badan Pendapatan Daerah meliputi:

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia. Jumlah dan kemampuan Sumber
Daya Manusia harus memadai untuk melakukan pemeriksaan dan
pengawasan. Dengan SDM yang kompeten dan berdedikasi maka

akan menciptakan pengawasan yang efektif. Mereka membawa

53 Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)
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keahlian, integritas, serta kemampuan analitis yang diperlukan untuk
memastikan kepatuhan Wajib Pajak dan mencegah penyimpangan.
Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM serta pemanfaatan
teknologi modern adalah kunci untuk mengoptimalkan fungsi
pengawasan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

. Ketersediaan sistem informasi yang memadai. Ketersediaan sistem
informasi yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengawasan pajak. Sistem informasi yang baik
memungkinkan pengumpulan data yang akurat, analisis mendalam,
pemantauan real-time, dan integrasi data dari berbagai sumber. Selain
itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi, keamanan data, dan
kualitas layanan kepada wajib pajak. Dengan teknologi yang tepat,
otoritas pajak dapat melakukan pengawasan yang lebih baik,
mendeteksi ketidakpatuhan lebih awal, dan mengambil tindakan yang
lebih efektif untuk memastikan kepatuhan pajak.

. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Pimpinan yang berkomitmen dapat memberikan contoh yang baik,
menyediakan sumber daya yang cukup, mendorong inovasi,
meningkatkan moral pegawai, memastikan kebijakan yang adil dan
transparan, mengatasi hambatan, membangun kemitraan, dan
menjamin akuntabilitas. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan,
otoritas pajak dapat lebih efektif dalam memastikan kepatuhan wajib

pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian,
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Badan Pendapatan Daerah tidak membedakan dalam menegur Wajib

Pajak yang dianggap bersalah.

Dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan, Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan instansi lain. Anggotanya dapat
berasal dari internal pemerintah Kota Batu maupun eksternal. Instansi internal
meliputi Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP mengurus perizinan usaha, sehingga jika ada
Wajib Pajak yang menunggak pajak, Bapenda dapat merekomendasikan
DPMPTSP untuk sementara membekukan izin usaha mereka. Misalnya, jika
Wajib Pajak ingin memperpanjang izin, prosesnya bisa ditunda sampai
kewajiban pajak mereka dipenuhi. Sistem antara Bapenda dan perizinan
terintegrasi, sehingga saat Wajib Pajak mengajukan izin, perizinan akan
memeriksa apakah ada tunggakan pajak, dan jika ada, izinnya baru akan
dikeluarkan setelah tunggakan dibayar. Satpol PP menegakkan peraturan
daerah, menangani pelanggaran yang terkait. Instansi eksternal termasuk
aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komandan Kodim
(Dandim). Instansi-instansi ini biasanya bekerja sama dengan Bapenda untuk
melakukan pengawasan berkala, biasanya setiap tiga bulan sekali. Sebelum
pengawasan, Bapenda mendata Wajib Pajak yang akan diperiksa, yang
umumnya adalah mereka yang dianggap tidak patuh meskipun sudah
diingatkan dan diberi surat peringatan.

Adapun data yang diperlukan saat pengawasan lapangan hanya satu,

yaitu laporan omset. Berikut penjelasan dari Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE,



55

M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu

terkait contoh data yang diperlukan saat melakukan pengawasan :
”Data yang dibutuhkan saat pengawasan secara lapangan hanya 1
yaitu laporan omset. Kalau pada restoran pakai nota atau bon dalam
sehari, dilihat dari mengeluarkan berapa bill serta totalnya berapa.
Sedangakan kalau di tempat hiburan yang dicek itu tiket masuknya,
nanti dilihat berapa jumlah pengurangannya, lalu jumlah
pengunjung oleh Bapenda dikalikan dengan harga tiketnya,

sehingga Bapenda dapat mengetahui berapa omset dalam sehari
pada tempat hiburan tersebut.”*

Dalam menjalankan pengawasan terhadap data pelaporan pajak
melalui tapping box oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, pengaturan
yang ada masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Menurut Siti Resmi
sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :*°

1) Official Assesment System ialah sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada aparatur perpajakan untuk
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,
inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya
berada di tangan aparatur perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan
pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada kinerja
aparatur perpajakan, yang memiliki peranan dominan dalam proses
ini.

2) Self Assesment System ialah sistem pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan

54 Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)
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sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta
kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di
tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung
pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku,
memiliki kejujuran yang tinggi, dan menyadari pentingnya
membayar pajak.

3) With Holding System ialah sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga
ini dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan, keputusan presiden,
dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak,
menyetorkannya, dan mempertanggungjawabkannya melalui sarana
perpajakan yang tersedia. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan
pajak sangat bergantung pada kinerja pihak ketiga yang ditunjuk.

Pada pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran dijelaskan bahwa tata cara
pemungutan pajak restoran dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak (Self Assesment System). Diberlakukannya sistem ini membawa
pengaruh signifikan terhadap kendala dalam pengawasan pajak restoran,
karena para Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung,

melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri, yang dapat meningkatkan
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efisiensi administrasi pajak dan mengurangi beban birokrasi. Namun
nyatanya sistem ini juga dapat menimbulkan kendala dalam hal pengawasan.
Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan
Penetapan Bapenda Kota Batu menjelaskan terkait kendala pengawasan
sebagai berikut :
”Kendala ketika melakukan pengawasan mungkin pengusaha
cenderung sulit untuk menyajikan data secara riil. Apabila terjadi
manipulasi pajak, Bapenda akan menetapkan kekurangan bayar,
dan akan diterapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKDPKB). Jadi kalau ada manipulasi, kita lakukan pemeriksaan
dan pengawasan, kemudian langsung kita tetapkan kekurangan
pembayaran pajaknya berapa, lalu kita jelaskan kalau memang
harus dilunasi. Jika tidak dilunasi maka Bapenda akan terus

menagih dan mungkin bisa jadi untuk tindakan yang lebih keras
lagi seperti penyitaan.”®

Saat melakukan pengawasan, faktor eksternal yang dapat menjadi
kendala pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu antara lain :

a. Kurangnya pemahaman atas peraturan pajak. Banyak wajib pajak
yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai
peraturan dan ketentuan perpajakan. Hal ini membuat mereka
kesulitan dalam menginterprestasikan serta menerapkan aturan
tersebut pada laporan pajak mereka.

b. Pengusaha kesulitan menyajikan data yang akurat. Beberapa wajib
pajak sengaja melaporkan pendapatan yang lebih rendah,
mengklaim biaya yang tidak valid, atau tidak melaporkan aset yang

sebenarnya untuk mrngurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

%6 Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)
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Dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026
dijelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah kerap mengalami permasalahan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun faktor permasalahan
internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yakni
keterbatasan jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi khusus seperti
Akuntansi, Programer, Juru Sita, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak
Daerah. Ada beberapa jenis tenaga atau pegawai dengan kualifikasi tertentu
yang masih sangat terbatas bahkan belum tersedia, seperti tenaga akuntansi
yang diperlukan untuk perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan dan
pembuatan neraca OPD. Juru Sita dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai
Aset (appraisal) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
diperlukan untuk mempercepat pengambilan tindakan di lapangan terkait
pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.’’ Demi meningkatkan
kemampuan tenaga yang memiliki kualifikasi khusus, Badan Pendapatan
Daerah Kota Batu berupaya dengan cara mengikutsertakan pegawainya
dalam diklat kompetensi. Namun dikarenakan ada keterbatasan kuota, maka
tidak semua pegawai dapat mengikuti diklat di hari yang sama, sehingga
pegawai-pegawai tersebut akan dikirim secara bergantian.

Jika terjadi manipulasi pajak, Bapenda Kota Batu akan menetapkan
kekurangan bayar dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar (SKDPKB). Dalam situasi manipulasi, Bapenda akan melakukan

5" Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2023-2026, h. 31
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pemeriksaan dan pengawasan, kemudian menetapkan jumlah kekurangan
pembayaran pajak yang harus dilunasi. Jika pembayaran tidak dilakukan,
Bapenda akan terus menagih dan dapat mengambil tindakan lebih keras
seperti penyitaan.

Untuk menghindari potensi manipulasi pajak dan meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, Bapenda sering
kali mengadakan kampanye penyuluhan. Kampanye tersebut sangat penting
bagi Wajib Pajak karena banyak kasus di mana mereka tidak melaporkan
pajak karena kurangnya pengetahuan. Selama penyuluhan, Bapenda akan
memberikan informasi tentang cara menghitung pajak, syarat untuk restoran
yang terkena pajak, serta persentase pajak yang dikenakan. Setelah
pemahaman diberikan kepada Wajib Pajak, mereka akan diberikan nomor
identifikasi Wajib Pajak Daerah, diikuti dengan penekanan bahwa
pembayaran pajak harus dilaporkan setiap bulan, dan pengingatan bahwa lupa
akan berujung pada surat peringatan. Penyuluhan sering kali dilakukan secara
langsung atau melalui media sosial. Pertemuan langsung umumnya diadakan
setahun sekali atau dua kali, sementara penyuluhan melalui media sosial
dilakukan melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan situs web.
Selain itu, informasi juga disebar melalui spanduk yang dipasang di lokasi
strategis. Selain kegiatan penyuluhan, Bapenda juga menyediakan layanan
WhatsApp untuk pertanyaan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengunduh
formulir permohonan atau pendaftaran langsung dari layanan WhatsApp ini.

Nomor yang dapat dihubungi adalah 0821 3234 0929.



BAB YV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu menerapkan 3 (tiga)
bentuk pengawasan untuk memastikan kepatuhan pajak. Pengawasan
langsung dilakukan dengan inspeksi di tempat usaha untuk memeriksa data
penerimaan dan kunjungan yang kemudian dibandingkan dengan laporan
pajak yang diserahkan secara online. Pengawasan tidak langsung
melibatkan penelitian surat-surat pertanggungjawaban dan penggunaan
teknologi seperti tapping box untuk merekam transaksi di usaha-usaha
dengan potensi pajak tinggi. Selain itu, pengawasan preventif dilakukan
melalui sosialisasi dan survei terhadap usaha baru untuk mencegah
manipulasi pajak dan memastikan kepatuhan. Dengan menggabungkan
ketiga metode ini, Bapenda bertujuan untuk mengurangi ketidakpatuhan,
mencegah penghindaran pajak, dan memastikan penerimaan pajak yang
optimal bagi negara.

2. Untuk mencapai target pengawasan yang efektif, Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kota Batu memerlukan 3 (tiga) faktor pendukung
utama. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai, baik dari segi
jumlah maupun kemampuan, sangat penting untuk menciptakan
pengawasan yang efektif. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan
SDM serta pemanfaatan teknologi modern merupakan kunci untuk

mengoptimalkan fungsi pengawasan pajak dan meningkatkan penerimaan
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pajak negara. Selain itu ketersediaan sistem informasi yang memadai
juga sangat diperlukan, karena memungkinkan pengumpulan data yang
akurat, analisis mendalam, pemantauan real-time, dan integrasi data dari
berbagai sumber, yang semuanya berkontribusi terhadap pengawasan
pajak yang lebih baik dan deteksi ketidakpatuhan lebih awal. Komitmen
pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga sangat
berpengaruh, karena pimpinan yang berkomitmen dapat menetapkan visi
dan strategi yang jelas, memberikan contoh yang baik, dan memastikan
kebijakan yang adil dan transparan. Dengan komitmen yang kuat dari
pimpinan, otoritas pajak dapat lebih efektif dalam memastikan kepatuhan
wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, dalam
menjalankan pengawasan, Bapenda Kota Batu sering menghadapi
kendala, seperti pengusaha yang kesulitan menyajikan data yang akurat,
kurangnya pemahaman para pengusaha atas peraturan pajak serta
keterbatasan jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi khusus seperti
Akuntansi, Programer, Juru Sita, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak
Daerah. Jika ditemukan manipulasi pajak, Bapenda akan menetapkan
jumlah kekurangan pembayaran pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKDPKB). Dalam situasi ini, Bapenda akan
melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk menetapkan jumlah
kekurangan pembayaran yang harus dilunasi, dan jika pembayaran tidak
dilakukan, Bapenda akan terus menagih dan dapat mengambil tindakan

lebih keras seperti penyitaan.
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B. Saran

1. Bagi Wajib Pajak, selalu pastikan bahwa seluruh transaksi direkam dengan
benar dan dilaporkan secara akurat melalui sistem yang disediakan oleh
Bapenda, seperti e-Tax atau tapping box. Terlibatlah secara aktif dalam
sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapenda. Ini
membantu untuk memahami perubahan regulasi dan prosedur perpajakan
terbaru. Jika ada pertanyaan atau kebingungan mengenai kewajiban
perpajakan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan petugas Bapenda.
Bapenda ada untuk membantu dan memastikan bahwa proses perpajakan
berjalan lancar dan adil. Pastikan selalu ingat bahwa membayar pajak tepat
waktu dan secara benar bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga
kontribusi penting untuk pembangunan daerah. Dengan memastikan
kepatuhan pajak, Wajib Pajak tidak hanya menghindari sanksi tetapi juga
berpartisipasi dalam kemajuan Kota Batu.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, diharapkan terus
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan rutin
dan pengembangan keterampilan, terutama dalam hal penggunaan
teknologi dan analisis data. Perbarui dan optimalkan sistem informasi yang
digunakan untuk pengawasan. Sistem informasi yang lebih canggih dan
terintegrasi akan memudahkan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan
memonitor data secara real-time. Ini juga akan membantu dalam deteksi

dini terhadap ketidakpatuhan dan anomali dalam laporan pajak.
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Selanjutnya, pertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas

sosialisasi kepada Wajib Pajak.
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Lampiran 1.1 Dokumentasi informan penelitian

T

Wawancara dengan Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala

Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu
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Lampiran 1.2 Pedoman Wawancara
Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber
Bagaimana pengawasan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu

terhadap kepatuhan hukum wajib pajak restoran di Kota Batu?

1. Bagaimana BAPENDA Kota Batu dalam melakukan pengawasan pajak
restoran?

2. Mengapa perlu melakukan pengawasan kepada restoran-restoran di Kota
Batu?

3. Bagaimana BAPENDA Kota Batu memastikan bahwa wajib pajak restoran
di Kota Batu mematuhi kewajiban perpajakan mereka?

4. Apakah ada program pelatihan atau pendidikan yang diberikan kepada tim
pengawasan pajak untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap
industri restoran?

5. Apakah ada peraturan Kota Batu yang mengatur terkait adanya sistem E-
Tax? Serta kapan E-Tax di Kota Batu diresmikan?

6. Bagaimana BAPENDA memastikan bahwa restoran yang melibatkan
transaksi elektronik, seperti aplikasi pengiriman makanan, juga dipantau
dan dikenai pajak secara tepat?

7. Apa saja dokumen dan informasi yang dibutuhkan untuk menggunakan E-
tax?

8. Bagaimana kepatuhan wajib pajak restoran sebelum dan sesudah

diberlakukannya sistem E Tax?
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9. Bagaimana BAPENDA menangani pelaporan pajak restoran secara
elektronik atau manual?

10. Bagaimana BAPENDA Kota Batu memeriksa ketepatan data yang
dilaporkan dalam sistem E-Tax?

11. Bagaimana perlindungan privasi dan keamanan data bagi para pelaku usaha
dijaga dalam proses pengawasan E-Tax?

12. Bagaimana BAPENDA Kota Batu berkolaborasi dengan restoran dalam

upaya meningkatkan kepatuhan pajak mereka?

Bagaimana faktor pendukung dan kendala Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kota Batu dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan

wayjib pajak restoran di Kota Batu?

1. Apakah ada faktor-faktor pendukung BAPENDA kota Batu dalam
melakukan pengawsan pajak restoran di Kota Batu?

2. Bagaimana kerja sama antara BAPENDA dengan isntansi lain, seperti Dinas
Perizinan atau Badan Pangan, dalam mendukung pengawasan pajak
restoran?

3. Apakah terdapat data atau informasi dari sumber eksternal, seperti bank atau
lembaga keuangan, yang dapat digunakan untuk memverifikasi pelaporan
pajak restoran?

4. Bagaimana bentuk kendala yang terjadi pada BAPENDA Kota Batu ketika
melakukan pengawasan pajak restoran di kota Batu?

5. Bagaimana proses penagihan pajak dilakukan oleh BAPENDA jika wajib

pajak tidak mematuhi kewajiban mereka?
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6. Bagaimana  peran BAPENDA  dalam  mengatasi terjadinya
manipulasi pajak?

7. Apa yang akan dilakukan BAPENDA untuk mencegah potensi terjadinya
manipulasi pajak yang mungkin saja bisa terjadi dimasa yang akan datang?

8. Apa langkah-langkah yang diambil oleh BAPENDA Kota Batu untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak

dan berkontribusi pada pembangunan daerah?



Lampiran 1.3 Surat Izin Penelitian

Surat 1zin Pra Penelitian Bapenda Kota Batu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JI. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: hitp/syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6710 /F.Sy.1/TL.01/09/2023 Malang, 02 November 2023
Hal : Pra-Penelitian
Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Batu
J1.Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur

Assal laikum wa Ral llah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami

Nama Widya Azura Kharisma Putri
NIM © 200202110008

Fakultas . Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan Pra Research dengan judul :
Peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam Mewujudkan Kepatuhan
Hukum Wajib Pajak Restoran Di Kota Batu, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassal laikum wa Rah llah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :

1. Dekan
2 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3 Kabag. Tata Usaha
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KOTA BATU

Lampiran 1.4

Surat Balasan Penelitian

PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1

Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telp./Faks. (0341) 5025655, Email : dpmptspkotabatu@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:070/014/422.105/SKP/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

2. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batu Nomor 072/0002/422.205/X1/2023 Tanggal 13
November 2023.

memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama
Alamat
No. Identitas

Judul Penelitian

Tujuan Penelitian

Lokasi Penelitian
Waktu Penelitian
Bidang Penelitian
Status Penelitian
Lembaga
Fakultas
Jurusan

Anggota Peneliti

WIDYA AZURA KHARISMA PUTRI

jl. rogonoto gg. merdeka 18 rt. 05 rw. 04

3507244604020003

Peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam
Mewujudkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Di Kota
Batu

Untuk mendeskripsikan problematika kepatuhan hukum wajib
pajak restoran di Kota Batu dan peran BAPENDA Kota Batu
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

5 Januari 2024 s/d 5 Maret 2024

Bidang Hukum

Penelitian

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Syariah

Hukum Ekonomi Syariah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan

ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

2. Selama melaksanakan kegiatan diwajibkan mentaati peraturan dan tata tertib

yang berlaku.

3. Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada instansi yang menjadi tempat
penelitian/PKN/PKL/Magang/Audiensi.

4. Peneliti setelah mendapatkan Surat Keterangan Penelitian wajib melakukan

proses registrasi dan upload laporan pada aplikasi SILAJUMANDAT Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu.

5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata

pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
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Demikian surat keterangan penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Batu, 24 November 2023

wnuw Ditendatangani Secars Elektronik aleh :
An, Wallkota Batu
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MUJI DWI LEKSONO, SH, MM
NIP. 19641010 198503 1 017

%

Tembusan:

Yth: 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
3. Dekan Fakultas Syariah
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